SABS. KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
(1] DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
\ : GEDUNG KARYA TELP. (021) 3506138, FAX : (021) 3507202, 12530%129,
: JL. MERDEKA BARAT NO.8 3506129, 3506145, ) . 3506145, 3506143, .862179
SHKARTA 01 o | o, LA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
NOMOR : SK. 2967/AJ.101/DRJID/2015

TENTANG

PENETAPAN LOKASI
ALAT PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR
RUAS JALAN KADEMAN - KUARO
DI KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk mengawasi pemenuhan ketentuan mengenai tata cara

pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan serta

: menjamin kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan penimbangan

L kendaraan bermotor, perlu ditetapkan lokasi alat penimbangan kendaraan
bermotor;

b. bahwa usulan lokasi alat penimbangan kendaraan bermotor Paser
merupakan lokasi yang tepat dan strategis untuk mengawasi angkutan
barang melalui jalan nasional menuju Kabupaten Penajam, Kota
Balikpapan dan Kota Samarinda;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan
Darat tentang Penetapan Lokasi Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor
Ruas Jalan Kademan - Kuaro Di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan
Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

L 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5025);

Undang — Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
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Memperhatikan

10.

1.

12.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan
Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5468);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas,
dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan
Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 273);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 5 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan;

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun
2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1113);

Peraturan ~ Direktur ~ Jenderal =~ Perhubungan  Darat  Nomor
SK.1493/AJ.108/DRJID/2013 tentang Standar Operasional Prosedur
Pengoperasian Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor
(UPPKB);

. Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur Nomor

551.11/894/JT/X1/2014 tanggal 12 November 2014 perihal Penetapan
Lokasi Jembatan Timbang Paser di Kabupaten Paser;

Keputusan Bupati Paser Nomor: 590/01/PEM.3/1/2015 tentang Penetapan
Lokasi Bagi Pelaksanaan Pembangunan Jembatan Timbang Di Kelurahan
Kuaro Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser;

. Laporan Studi Kelayakan Pekerjaan Perencanaan Lokasi Jembatan

Timbang Hasil studi kelayakan penentuan lokasi melalui Konsultan CV.
Raniatama Consultant;
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Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

4. Sertifikat Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Paser nomor
16.04.05.02.1.01371 kepemilikan Pemerintah Kabupaten Paser bulan
Desember Tahun 2012;

5. Laporan Survey tinjauan lapangan lokasi usulan UPPKB Tim Teknis
Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada tanggal 25 Maret 2015;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
TENTANG PENETAPAN LOKASI ALAT PENIMBANGAN
KENDARAAN BERMOTOR RUAS JALAN KADEMAN - KUARO DI
KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Menetapkan lokasi alat penimbangan kendaraan bermotor ruas jalan Kademan
- Kuaro di Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.

Penetapan lokasi alat penimbangan yang dipasang secara tetap sebagaimana
dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA didasarkan pada :

rencana tata ruang;

S

pusat bangkitan perjalanan;

jaringan jalan dan rencana pembangunan;

e o

volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) angkutan barang;
keselamatan dan kelancaran arus lalu lintas;

kondisi topografi;

efektivitas dan efisiensi pengawasan muatan;

B

ketersediaan lahan.

Pembangunan alat penimbangan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud
dalam DIKTUM PERTAMA harus memenuhi persyaratan:

a. rancang bangun (layout);

b. buku kerja rancang bangun; dan

c. spesifikasi alat penimbangan.



KEEMPAT . Penetapan lokasi alat penimbangan kendaraan bermotor ini akan ditinjau
kembali dalam hal terjadi masalah hukum terkait dengan status lahan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :JAKARTA
Pada tanggal : 6 JULI 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

ttd.

Dr. Ir. DJOKO SASONO, MSc.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19630925 199003 1 003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Menteri Perhubungan Republik Indonesia;

. Gubernur Kalimantan Timur;

. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ditjen Perhubungan Darat;

Bupati Paser;

Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Timur;
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur.
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Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama

BAITUL IHWAN, SH, DESS
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19650317 199103 1 003







